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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi di Indonesia, 

dengan studi kasus Thomas Lembong. Penelitian menggunakan pendekatan hukum 

normatif untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, dan implikasi pemberian 

abolisi terhadap prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian abolisi diatur secara 

konstitusional, belum ada regulasi turunan yang jelas mengenai prosedur dan 

kriteria pelaksanaannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini merekomendasikan 

pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme, kriteria, dan pertimbangan DPR 

agar pemberian abolisi berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip negara hukum. 

Kata kunci: Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Negara Hukum, Checks and Balances 
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ABSTRACT 

This thesis examines the authority of the President in granting abolitions in 

Indonesia, using the Thomas Lembong case as a study. The research employs a 

normative legal approach to analyze the legal basis, procedures, and implications 

of granting abolitions on the principles of the rule of law and the checks and 

balances mechanism. The study finds that although the granting of abolitions is 

constitutionally regulated, there is no clear implementing regulation regarding 

procedures and criteria. This situation may create legal uncertainty and potential 

abuse of power. The research recommends the establishment of regulations that 

govern mechanisms, criteria, and DPR considerations to ensure that granting 

abolitions is transparent, fair, and in accordance with the rule of law. 

Keywords: Abolition, Presidential Prerogative, Rule of law, Checks and Balances 
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